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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi)

Anita Silitonga

ABSTRAK

Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu
sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.
Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras
dan seimbang. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak diperlukan dukungan,
baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, oleh karena
itu lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3
Juni 1997. Menurut Undang-Undang Peradilan Anak yang dikategorikan anak adalah
orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada seorang anak yang harus diadili
karena melakukan tindak pidana atau tindakan kriminal yang harus diadili di
pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam
ketentuan pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, didalam
menjatuhkan pidana terhadap anak nakal memiliki cara dan ciri sebagai syarat-syarat
khusus. Hukuman terhadap anak dibagi dalam dua kategori, yaitu hukuman pidana
dan hukuman tindakan.

Hukuman pidana berupa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada seorang
anak nakal jalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana
pengawasan. Sedangkan hukuman tindakan kepada anak nakal ialah mengembalikan
kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada
Departemen Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Penanganan terhadap tahanan anak maupun
narapidana anak diwajibkan adanya pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi
seorang anak dalam masa penyidikan, penuntutan maupun selama dalam persidangan
dan selama menjalani pidana di rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.

Proses peradilan pidana anak di wilayah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
masih sering ditemukan adanya kelalaian yang kurang memperhatikan kepentingan
anak, dalam penanganan perkara anak nakal di dalam setiap tingkat pemeriksaan
sebagai contoh, kasus pidana anak yang semestinya diterapkan sesuai dengan
ketentuan peradilan anak ternyata terabaikan karena kelalaian penyidik, penuntut
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umum maupun Ketua Pengadilan Negeri/hakim dalam hal prosedur penanganannya
seperti penyidik yang lama melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
penuntut umum lama melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dan
pengadilan negeri yang terlanjur menetapkan yang memeriksa dan mengadilinya
adalah hakim majelis yang semestinya adalah hakim tunggal. Demikian pula pada
waktu melakukan tindakan kejahatan masih dikategorikan anak dan setelah dilakukan
pemeriksaan ternyata anak tersebut telah lewat usia 18 (delapan belas) tahun atau
dikategorikan bukan anak lagi, sehingga sehingga sering ditemui proses peradilan
yang demikian berlaku sama halnya pada proses peradilan pidana bagi orang yang
telah dewasa.

Anak yang tersangkut dalam suatu perkara pidana dalam proses penyidikan,
penuntutan harus segera mendapatkan bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma
dari seorang advokad yang nantinya akan menjadi penasehat hukumnya dalam
persidangan pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Proses Peradilan Anak
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LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN THE PROCESS
OF CRIMINAL JUDGEMENT
(A Case Study In The Area Of state Court Of Tebing Tinggi)

Anita Silitonga

ABSTRACT

The preamble of law No. 3/1997 on Juvenile Court says that child is part of
young generation, as one of the human resources, and a potential and the one who
carries on the aspirations of struggle for nation. For this purpose, a child needs
protection on guarantee the harmony of his physical, mental, and social growth and
development.

The implementation of child development and protection needs either
institutional or legal support that initiated the establishment of law No. 3/1997
legislated on June 3, 1997. According o the law on Juvenile Court, a child is a single
person of 8 to 18 years old involving in a juvenile case. Articles, 22, 23 of Law No.
3/1993 state that the sentence give to a child doing a crime can be in the forms of
imprisonment, fine or control or the child is returned to his parents or guidance, or
submitted to the government, Departement of Social Affairs or the other social
organizatians for education, development, and job training. The handling of child in
custody during the period of investigation, prosecution, trial, and imprisonment
should be accompanied by a social counselor.

The finding of thisstudy reveals that the interest of a child in custody is
frequently inadequately paid attention in the process of juvenile trail in the work area
of the State Court of Tebing Tinggi. For example, the former investigator delegated
the case file to the prosecutor. The former prosecutor delegated the case file to the
State Court. The child is custody. It is also frequently found that when the child did
crime he was under 18 years old and when he was investigated, prosecuted, and tried
in the State Court, he was above 18 years old and he was not caterorized as a child
anymore that he was processed like an adult criminal.

In the process of investigation and prosecution, the child involving in a
criminal case must immediately receive a free legal aid from an advocate who later
will act as his legal advisor in the court.

Key words : Legal protection, juvenile court process.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.'

Setiap anak terlahir dalam keadaan suci, maka orang tua, masyarakat dan
bangsa yang kemudian membentuknya sehingga menjadi asset bangsa yang berharga
di masa yang akan datang.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus yang menjamin
kelanggengan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.’

Setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia,
agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya, oleh karena itu kualitas perlakuan
serta perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak bangsanya sangat
menentukan masa depan bangsa itu sendiri.

Anak berada dalam posisi yang rentan terhadap perlakuan tidak layak, yang

dilakukan oleh orang-orang dewasa yang berada dalam lingkungan sekitarnya bahkan

' Hadi Setia Tunggal, UU Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksananya, Harvarindo,
2009, halaman 1.
? Ibid, halaman 2.
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oleh orang tuanya sekalipun, karena itu merupakan hal yang penting bagi negara
memberikan perlindungan terhadap anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang
kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi
dirinya, mengingat situasi dan kondisi anak tersebut.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak maka Indonesia
termasuk salah satu diantara negara-negara yang pertama kali meratifikasi Konvensi
Hak-hak Anak (Convention on the Right of the Chield (CRC) pada tahun 1990
melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak anak dalam konvensi
tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ketentuan-
ketentuan khusus dari beberapa fakta bahwa anak-anak berhubung karena kondisi
mereka yang rentan, membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus dan
memberikan penekanan khusus pada tanggung jawab keluarga atas pengasuhan dan
perlindungan sejak dini, kebutuhan akan perlindungan hukum dan perlindungan lain
bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya, pentingnya penghormatan terhadap
nilai-nilai budaya pada komunitas anak serta peran vital kerja sama internasional bagi
upaya merealisasi hak-hak anak.’

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and

freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

*Yayasan Pusaka Indonesia, Butir-butir Konvensi Hak-Hak Anak, halaman 1.
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